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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.31/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016

TENTANG

PEDOMAN KEGIATAN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN

WISATA ALAM PADA HUTAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta

Pemanfataan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007

tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

Hutan serta Pemanfataan Hutan, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman

Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam

pada Hutan Produksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3419);
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2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Jenis dan

Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3687);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
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Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4814);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang

Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5506);

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 221);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

17);

12. Keputusan Presiden Nomor 121 / P Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011

tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur

Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342);

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010

tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan

Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

(KPHP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 62);
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15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-

II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana

Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan

Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

1076);

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-

II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar

Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan

Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan

Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1077);

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

713);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN KEGIATAN USAHA

PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM PADA

HUTAN PRODUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai

fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

2. Kawasan Hutan Produksi adalah wilayah tertentu yang

ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan

keberadaannya sebagai hutan produksi tetap.

3. Pengelolaan Hutan pada Hutan Produksi adalah kegiatan

yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana

pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan; penggunaan
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kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan;

perlindungan hutan dan konservasi alam.

4. Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi adalah kegiatan

untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa

lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan

kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu

secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat

dengan tetap menjaga kelestariannya.

5. Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi

adalah bentuk usaha pemanfaatan potensi jasa

lingkungan dengan tidak mengubah bentang alam, tidak

merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan,

dan/atau tidak mengurangi fungsi utamanya.

6. Wisata Alam pada Hutan Produksi adalah kegiatan

perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang

dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk

menikmati gejala keunikan, keindahan alam,

pembelajaran dan memahami lingkungan alam berserta

aktivitas usaha yang dilakukan pada kawasan hutan

produksi.

7. Pariwisata Alam pada Hutan Produksi adalah segala

sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk

usaha pemanfaatan obyek dan destinasi wisata alam serta

usaha-usaha yang terkait dengan wisata alam di kawasan

hutan produksi.

8. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada

Hutan Produksi yang selanjutnya disebut PJLWA-HP

adalah keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk

menyediakan dan mengelola jasa dan sarana yang

diperlukan oleh wisatawan/pengunjung dalam kegiatan

wisata alam di hutan produksi, mencakup pengelolaan

obyek dan destinasi wisata, penyediaan jasa, sarana, dan

kegiatan terkait dengan wisata alam.

9. Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada

Hutan Produksi yang selanjutnya disebut UPJLWA-HP

adalah keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk

mengusahakan penyediaan barang dan jasa yang
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